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KOMISI PEMILIIIAN UMUM
I{ABUPATEN PANGAITDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMT'M
KABT'PATEN PAITGANDARAN

TENTANG

PEI{UI{JI'XAN SEIIRETARIS SEI,AKU ATASAN LANGSI'NG BINDAIIARA DAN
BENDAIIARA DALII"M PET{GELOL,AAN IITUANGAN DANA HIBAH OPERASIONAL

KABUPATEN PANGANDARAIT TAHUN 2019

KOTISI PBUILIHAI{ I'UUT KABI'PATEIT PAIIGAITDARAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran Dana Hibah

Oprasional Kabupaten Pangandaran Tahun 2079 perlu
menetapkan personil yang akan melaksanakan pengelolaan
keuangan;

b. bahwa personil yang melaksanakan pengola keuangan
sebagaimana dimaksud huruf a adalah PNS KPU Kabupaten
Pangandaran memiljki kemampuan untuk melaksanakan
tugas dan fungsi keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang
Penetapan Pejabat Pengelola Keunagan Dana Hibah
Operasional Kabupaten Pangandaran Tahun 20 19.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara fi,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2012
tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
230, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
549a\

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah
sebanyak dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia
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Memperhatikan

Menetapakan

KESATU

Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679];

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99IPMK.OSl2017 Tentang
Administrasi Pengelolaan Hibah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum hovinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2A19, sebagaimana telah diubah
sebanyak dua kali dengan perubahan terakhir Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019;

: Surat Pe{anjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten
Pangandaran Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandara n Nomor: 900/049-Ke sbanmol/2019

: 40 / B A I 32 18 I KPU -Kab I II I 20 19

}IEMIEUSKAN:
PENUNJUKAN SEKRETARIS SELAKU ATASAN LANGSUNG
BENDAHARA DAN BENDAHARA DAIAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA HIBAH OPERASIONAL KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2019
Memberikan Kuasa Pengelola Keuangan Dana Hibah Operasional
Kabupaten Pangandaran sebesar tercantum dalam RKA dan/atau
RASK dan/atau DASK yang ada (terl,ampir), Kepada:
Nama : Endang Hidayat, SH.
NIP : 19640603 198503 1009
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. l, IV/b
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilhan Umum

Kabupaten Pangandaran
Nama : SURYANTO
NIP : 19641L17 2OO7O| 1016
Pangkat/Golongan : Pengatur, II/c
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Atasan l,angsung
Bendahara dalam Pengola Keuangan Dana Hibah Operasional
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019;
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

Memberikan tugas kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna
Anggaran dan Atasan l.angsung Bendahara, antara lain :

a. Melakukan pengendalian terhadap pengguna anggaran;
b. Melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya

1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam
Berita Acara Pemeriksa l(as (BAPK); dan

c. Bertaggungiawab kepada Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran untuk melaporkan setiap
perkembangan dan perubahan serta realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas/barang Dana Hibah Operasional Kabupaten
Pangandaran Tahun Anggaran 2Ol9;

Memberikan tugas dan tanggungjawab kepada Bendahara KPU
Kabupaten Pangandaran dalam Pengelola Keuangan Dana Hibah
Operasional Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, meiliputi :

a. Melakukan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan
menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji
kesedian dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung
Bendahara;

b. Wajib mengadakan pencatatanlpembukuan secara tertib dan
teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan
pembayaran;

c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanakannya;
e. Membuat laporan realistis penerimaan dan pengeluaran

kas/barang; dan
f. Bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas kepada Atas

Langsung Bendahara.
Memerintah kepada Bendahara dan Atasan l,angsung Bendahara,
selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Pangandaran sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran dalam
Pengelola Keuangan Dana Hibah Operasional Kabupaten
Pangandaran Tahun 2019, apabila sampai akhirnya kegiatan
pelaksanaan pada KPU Kabupaten Pangadaran, masih tersisa
Dana Operasional berbentuk Hibah untuk KPU Kabupaten
Pangandaran di Bendahara KPU Kabupaten Pangandaran, wajib
disetorkan sepenuhnya ke kas Daerah Kabupaten Pangandaran;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal, 17 Maret 2Ol9
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

Kasubbag Hukum,

MUHTADIN
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